
BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

1. Konstruksi Hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan 

Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah berlandaskan pada 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 

yang menjadikan Pengaturan Permukiman Kumuh merupakan Sub 

Urusan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 

tentang Perumahan dan Permukiman yang mewajibkan Pemerintah 

Daerah membentuk Perda tentang Perumahan dan Permukiman 

Kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat 3). 

2. Faktor-faktor penghambat dalam pembuataan perda tentang kawasan 

perumahan dan permukiman kumuh terbagi 2 yaitu belum tersedianya 

Dokumen Teknis dan Belum diakomodirnya Perda tentang Perumahan 

dan Kawasan kumuh dalamn Prolegda tahun 2017. 

5.2  Saran 

1.  Pemerintah Kabupaten Bone Bolango seharusnya membuat dokumen 

teknis RP2KP. 

2. Pemerintah seharusnya membuat perda tentang pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten 

bone bolango sebagaimana konstruksi hukum yang telah di jelaskan 

diatas dan diwujudkan dalam prolegda. 
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